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PROBLEMATIKA PENYELIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA 

PEMALSUAN MEREK DIKAITKAN DENGAN DELIK ADUAN 

 

 

Rifqi Yurisfi 

 

 

ABSTRAK 

 

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah delik aduan 

sudah sesuai dengan penyidik tindak pidana pemalsuan merek dan untuk 

mengetahui apakah kepentingan masyarakat terlindungi apabila menggunakan 

mekanisme delik aduan. 

 

Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan 

hukum yang digunakan diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) 

dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan semua tulisan yang 

berkaitan dengan objek yang dikaji dan diteliti yaitu; berupa bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. 

 

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama, delik aduan 

sudah sesuai dengan penyidik tindak pidana pemalsuan merek akan tetapi aparat 

penegak hukum lebih diutamakan penerapan sanksi denda atau ganti rugi daripada 

penerapan sanksi pidana. Kedua, delik aduan tidaklah efektif dan sia-sia. Hal ini 

dapat dilihat pada perubahan UndangUndang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1987 tentang Hak Cipta menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. 

Kebijakan perubahan ini mengakibatkan penindakan dan penegakan Tindak Pidana 

Hak Cipta menjadi lebih pragmatis dan berorientasi hasil. Dapat ditarik kesimpulan 

bahwa dengan demikian penindakan dapat dilakukan tanpa perlu menunggu adanya 

pengaduan. Oleh karena itu, tuntutan keadilan bagi mereka yang menggunakan 

mekanisme delik aduan tidak sepenuhnya terlindungi. 

 

 

Kata Kunci: Penyelidikan, Tindak Pidana Pemalsuan Merek, Delik Aduan 
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RINGKASAN 

PROBLEMATIKA PENYELIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA 

PEMALSUAN MEREK DIKAITKAN DENGAN DELIK ADUAN 

 

Di Indonesia ada berbagai macam merek dagang yang diciptakan oleh para pelaku 

usaha. Merek merupakan salah satu hak kekayaan intelektual sebagai sarana bagi 

pelaku usaha untuk mempromosikan barang mereka sehingga dikenal luas oleh 

masyarakat dan menjadi pembeda dari barang atau jasa lain yang sejenis maupun 

yang tidak sejenis. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Setiap orang 

dilarang melakukan Penggunaan, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, 

dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau 

periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau 

ahli warisnya. Berkaitan dengan apabila ada terjadinya tindakan pemalsuan merek 

atau  menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya 

dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang 

diproduksi dan/atau diperdagangkan tanpa izin dari pemilik merek yang sudah 

terdaftar di dalam Daftar Umum Merek (DUM). Menurut Pasal 94 ayat (2) UU 

No.15 Tahun 2001 tentang Merek adalah perbuatan yang dilarang dan termasuk 

jenis pelanggaran. Dalam ketentuan pidana Undang-Undang Merek hanya 

mengenal jenis perbuatan pelanggaran merek dan tidak mengenal kejahatan merek. 

delik aduan bagi pihak Kepolisian sifatnya hanya menunggu adanya aduan dari 

pihak yang dirugikan atau korban. Dengan kata lain jika tidak ada yang mengadu 

maka sekalipun telah terjadi pemalsuan merek, aparat Polisi dapat saja 

mengabaikan atau membiarkan pelaku bebas tanpa diproses secara hukum atau 

tidak dapat melakukan penyelidikan. Karena sehubungan dengan ketentuan pidana 

sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 95 UU Merek bahwa tindak pidana 

merek merupakan delik aduan. 

Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk mengetahui apakah delik aduan sudah sesuai 

dengan penyidik tindak pidana pemalsuan merek dan untuk mengetahui apakah 

kepentingan masyarakat terlindungi apabila menggunakan mekanisme delik aduan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 
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1. Penggunaan delik aduan dalam UU Merek dapat dimengerti oleh karena 

dilatarbelakangi pilihan nilai yang lebih cenderung melindungi wilayah 

hukum privat daripada wilayah hukum pidana. Delik ini dipidana sebagai 

penipuan. Hak Cipta 1912 di Nederland diberlakukan di Indonesia sampai 

keluarnya Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, delik hak cipta adalah 

delik aduan, yang berarti delik aduan sudah sesuai dengan penyidik tindak 

pidana pemalsuan merek akan tetapi aparat penegak hukum lebih 

diutamakan penerapan sanksi denda atau ganti rugi daripada penerapan 

sanksi pidana. 

2. Delik aduan tidaklah efektif dan sia-sia. Hal ini dapat dilihat pada perubahan 

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta menjadi Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014. Kebijakan perubahan ini mengakibatkan 

penindakan dan penegakan Tindak Pidana Hak Cipta menjadi lebih 

pragmatis dan berorientasi hasil. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan 

demikian penindakan dapat dilakukan tanpa perlu menunggu adanya 

pengaduan. Dalam realitas kehidupan sehari-hari, untuk tindak pidana 

tertentu, menutup suatu perkara di luar campur tangan aparat penegak 

hukum seringkali dianggap lebih baik dan lebih bermanfaat daripada 

menutup perkara melalui jalur peradilan. Rekonsiliasi melalui jalur 

peradilan tidak bersifat kekeluargaan dan dapat meregangkan hubungan 

keluarga. Secara hukum proses rekonsiliasi cukup lama, apalagi butuh 

waktu yang lama untuk mencapai tingkat Mahkamah Agung, karena 

kasusnya sendiri sudah terlupakan. Oleh karena itu, tuntutan keadilan bagi 

mereka yang menggunakan mekanisme delik aduan tidak sepenuhnya 

terlindungi. 
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